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Abstrak

Dalam perkembangan teknologi yang pesat saat ini, banyak orang yang berkecimpung dalam dunia
hiburan elektronik dan salah satunya adalah menjadi seorang content creator di Youtube. Namun,
dalam praktiknya masih banyak orang yang menggunakan karya berhak cipta milik orang lain untuk
konten videonya tanpa memiliki persetujuan atau lisensi dari pihak terkait. Penelitian ini berfokus
pada sumber pustaka yang beredar dan hasilnya adalah setiap kegiatan yang menggunakan karya
berhak cipta milik orang lain harus memiliki izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, selain itu Youtube sendiri telah mengatur tentang
Copyright Matching Tool atau alat pengecekan plagiarisme yang dimiliki oleh Youtube.

Kata Kunci: Monetisasi, Lisensi, Royalti.

Abstract

In today's rapid technological developments, many people are involved in the world of electronic
entertainment and one of them is being a content creator on Youtube. However, in practice there are
still many people who use other people's copyrighted works for their video content without having
the approval or license of the related parties. This research focuses on circulating literature sources
and the result is that every activity that uses the copyrighted work of others must have permission
from the creator and/or copyright holder in accordance with Law Number 28 of 2014, besides that
Youtube itself has regulated the Copyright Matching Tool. or plagiarism checking tools owned by
Youtube.

Keywords: Monetization, License, Royalty.
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PENDAHULUAN

Pada Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat
cepat. Media sosial merupakan contoh dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
yang pada saat ini tidak jarang diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi serta
memfasilitasi interaksi antar individu. Terdapat berbagai jenis media sosial yang populer di
kalangan masyarakat, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat internasional diatur oleh Organisasi
Perdagangan Dunia melalui Agreement Establishing WTO dalam lampiran Perjanjian WTO
yang dikenal dengan nama Annex 1C. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang
memberikan kesempatan bagi seseorang guna memperoleh keuntungan finansial dari hasil
karya intelektual mereka (Sudaryat & Permata, 2010). Di Indonesia, Undang-undang No. 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu regulasi terkait Kekayaan Intelektual.
Adanya dua jenis hak eksklusif yang dimiliki hak cipta diantaranya, yakni hak moral dan
hak ekonomi sesuai dalam Pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Youtube adalah salah satu situs atau dapat juga berupa aplikasi yang sudah terpasang
secara otomatis di setiap smartphone berbasis Android yang dapat dinikmati oleh setiap
pengguna smartphone secara gratis hanya dengan terhubung ke internet. Selain itu melalui
platform Youtube masyarakat dapat menonton para pegiat konten yang membuat beragam
video. Youtube merupakan salah satu jejaring media yang memberi informasi konten dalam
bentuk video. Pada aplikasi Youtube ini, masyarakat dapat mengunggah video dengan tema
apapun dengan jumlah video tak terhingga, dengan syarat memenuhi ketentuan yang dibuat
oleh platform Youtube. Setiap konten atau video yang telah diunggah pada situs jejaring
Youtube pun akan dapat diakses oleh setiap orang, hal ini lah yang menjadi kelebihan
platform Youtube dalam mengenalkan suatu konten mengenai topik apa saja ke seluruh
muka dunia.l

Dengan segala kemudahan yang diberikan kepada pengguna terdaftar di Youtube
membuat masyarakat mengunggah video-video yang mereka buat dan salah satunya
merupakan video musik, entah musik video buatan sendiri ataupun dibuat oleh produser
tertentu, lagu-lagu yang mereka buat, dan kegiatan cover musik. Seiring dengan
berkembangnya pengguna Youtube itu sendiri, semakin banyak masyarakat yang mulai aktif
terjun untuk menjadi content creator atau pegiat konten atau disebut juga sebagian pembuat
konten. Banyak masyarakat yang mulai menjadi pegiat konten dengan isi konten yang
mereka buat seperti video-blog, konten tentang game, konten tentang memasak dan lain
sebagainya. Saat ini, masyarakat cukup tergiur dengan penawaran yang ditawarkan oleh
platform Youtube, dengan hanya mengunggah video, dengan tema apa saja, maka dapat
mendapatkan keuntungan komersial. Hal ini pun disadari bagi para pengguna Youtube untuk
membuat video kreatif ataupun cover lagu atau karya musik yang sedang naik daun di
kalangan masyarakat.

Di samping kemudahan dan penawaran pihak Youtube yang cukup menggiurkan, era
globalisasi ini memang memberikan bagi media internet agar dapat diupayakan sebagai
salah satu tempat yang sangat menjanjikan untuk menjadi ladang bisnis. Salah satu
contohnya di sini adalah monetasi dengan menggunakan AdSense. AdSense merupakan
upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang demi memaksimalkan pendapatan yang ia
peroleh melewati berbagai konten yang ia unggah. Metode AdSense pun memiliki beragam
pilihan agar iklan yang ditampilkan mengenai konten yang dimaksud tetap segar dan tetap
menarik bagi mata yang melihat konten tersebut. Apabila kita melihat dari segi bisnis,
monetasi dengan menggunakan AdSense merupakan sebuah tawaran yang menggiurkan.
Hanya dengan membuat konten video dan memonetisasi video tersebut masyarakat bisa
mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar. Akan tetapi hal tersebut dapat memicu pada
pelanggaran hak cipta dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dalam dunia

96



Windiarti & Paramita. Kajian Hukum Terhadap Kegiatan Monetisasi llegal Reupload Konten Pada Youtube Untuk Keuntungan Pribadi
Ditinjau Dari Hukum Bisnis.

hukum kekayaan intelektual.2

Apabila kita membahas pada karya cipta dan karya seni musik, maka kita harus
membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual sendiri telah
diatur dan dilindungi oleh hukum yang ada di Indonesia, terkhusus pembahasan ini hanya
menerangkan mengenai hak cipta maka peraturan perundang-undangan yang digunakan
adalah Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 butir 3
Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk
nyata.” Dari uraian pasal di atas dapat diartikan bahwa, setiap karya seni termasuk karya
musik dan juga video merupakan sebuah hasil ciptaan si pencipta yang kemudian juga tidak
luput pada hak- hak yang timbul secara otomatis atas ciptaan tersebut, yakni hak moral serta
hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau hak terkait.

Hak ekonomi adalah salah satu dari hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta
guna memperoleh suatu keuntungan ekonomis tertentu atas karya cipta tersebut. Apabila kita
melihat dari uraian di atas, maka setiap pegiat konten tidak boleh menggunakan karya cipta
milik orang lain dengan tidak memiliki izin dari si pemegang hak cipta karena akan
mencederai hak moral dan hak ekonomi dari si pemegang hak cipta. Kegiatan monetisasi
apabila merujuk pada peraturan perundang undangan mengenai hak cipta maka diartikan
sebagai kegiatan legal yang dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan monetisasi hanyalah
seperti media pengiklanan dengan menyelipkan konten-konten ke dalam video yang
diunggah ke Youtube. Akan tetapi menjadi berbeda ketika isi dari konten yang kita buat
merupakan karya ciptaan orang lain, dengan menggunakan ciptaan orang lain dan belum
memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan maka kegiatan monetisasi dapat berujung
pada pelanggaran hak cipta.

Hasil dari hak ekonomi yang timbul pada suatu karya cipta, baik dalam bidang seni
maupun sastra disebut dengan istilah royalti. Royalti mengandung definisi sebagai suatu
pembayaran yang wajib dikenakan terhadap pengguna hak cipta atas ciptaan seorang
pemegang hak cipta yang ia gunakan. Tarif royalti yang harus dibayar dihitung dengan
berdasar pada presentase dari perolehan ekonomis yang didapatkan oleh pengguna hak cipta
dengan pula sebelumnya merundingkan suatu kesepakatan bersama dengan pemegang hak
cipta.3 Jumlah presentase atas pembagian royalti merupakan kesepakatan antara pencipta
dan/atau pemegang hak cipta dengan pengguna hak cipta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dengan tipe penelitian
adalah library research (studi kepustakaan) dengan metode penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. 4 Berdasarkan sifat dari jenis penelitian yang dipilih, Penulis melakukan studi
kepustakaan dalam memperoleh data. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah
metode pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama dalam sebuah penulisan.
Data penelitian utama yang digunakan dalam studi adalah Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku dalam Nasional dan Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Monetisasi Terhadap Suatu Karya Pada Youtube

Kemudahan era jejaring memberikan dampak yang bermanfaat bagi kehidupan.
Platform jejaring yang menawarkan segala bentuk konten, dari yang berbentuk edukasi
sampai hiburan disediakan oleh Youtube, ialah platform media jejaring dengan berbasis
video yang dimiliki oleh Google. Keberadaan platform Youtube kian merajalela dan
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memonopoli media sosial yang berbasiskan video (video sharing) saat memasuki tahun
2005, dengan perkenalan pembuatan konten berupa video blogging. 5 Segala pembuatan
konten berupa video ataupun suara dapat diunggah oleh siapa saja dan diakses oleh siapa
saja di dunia ini. Hal ini tentu menguntungkan bagi pembuat konten (creator) dengan
pendapatan masuk yang ia dapatkan dan hiburan bagi penonton. Kini, posisi video blogging
menempati presentase 40% dari keseluruhan presentase video yang ada di Youtube. Posisi
dominan ini turut didukung dengan pembuatan konten video blogging yang tidak
membutuhkan perangkat khusus, sebab berisi hobi dan kegiatan sehari-hari.

Keuntungan berupa pemasukan yang diperoleh oleh pembuat konten (creator) adalah
dengan memaksimalkan jumlah viewers dan subscriber yang mengakses video unggahan
mereka di platform youtube. 6 Keuntungan dapat dimaksimalkan lebih dengan
menggunakan metode pendaftaran akun platform youtube mereka pada Google Adsense.
Google adsense sama dengan media periklanan yang berada dibawah perusahaan Google
yang berfungsi memasarkan iklan-iklan tertentu apabila kita selaku pengguna internet
sedang melakukan pencarian dengan keyword tertentu sesuai dengan kesepakatan antara
pembuatan konten dengan media Google Adsense. Google Adsense menawarkan pendapatan
yang lebih besar dengan ditentukan oleh cost per mille (CPM) yang didapatkan oleh seorang
pembuat konten pada setiap kelipatan 1000 view pada konten video yang diunggah oleh
pembuat konten. Setiap pembuatn konten yang mencapai kriteria subscriber tertentu pun
mendapat fasilitas tambahan dari Youtube, berupa kategori diamond, gold, silver, bronze,
opa, dan graphite. Tentunya, masing-masing kategori mendapatkan fasilitas divergen yang
diberikan oleh Youtube.

Pengertian dari monetisasi mengandung unsur kegiatan mengelola suatu konten atau
banyak konten agar dapat menjadi mesin penghasil uang. Kegiatan monetisasi tidak dilarang
hukumnya, selama memenuhi kriteria originalitas video atau apabila mereka ulang dan/atau
memodifikasi terhadap video yang sudah ada sebelumnya, maka terdapat kewajiban untuk
memperoleh izin terlebih dahulu kepada pencipta dan/atau pemilik hak terkait.
Bagaimanapun, dalam hukum hak cipta, pencipta dan/atau pemilik hak terkait memiliki hak
eksklusif yang melekat pada dirinya selaku pemegang hak cipta dari ciptaan atau karya
ciptanya. Hak ekslusif ini terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang salah
satu dari keduanya tidak menghapus hak-hak yang dimiliki antar satu dengan yang lain.

Upaya platform Youtube dalam memberikan proteksi hak cipta terhadap pencipta
dan/atau pemilik hak terkait salah satunya dengan merumuskan pengaturan mengenai
ketentuan yang harus dipenuhi apabila hendak melakukan monetisasi video pada platform
Youtube, ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Originalitas video yang diunggah. Bentuk tanggung jawab platform apabila menemukan
ketidakaslian pada suatu video yang diuggah, maka akan mengambil langkah tegas.
Penilaian atas originalitas video ini dengan menggunakan sistem Copyright Matching
Tool. Copyright Matching Tool merupakan sistem yang disediakan oleh platform
Youtube yang berfungsi untuk menemukan kecocokan antara video yang diunggah oleh
pembuat konten dengan video yang sudah hadir di platform youtube. Singkatnya,
Copyright Matching Tool bagai alat pendeteksi plagiarisme namun untuk konten video
pada platform youtube.

2. Selama dua belas bulan terakhir, video telah ditonton oleh khalayak umum selama 4000
jam.

3. Program monetisasi Youtube dan/atau program partner Youtube tersedia di negara di
mana pemohon pembuat konten mengajukan permohonan monetisasi.

4. Pembuat konten bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap setiap kebijakan monetisasi
yang dikeluarkan oleh platform Youtube. Kebijakan monetisasi youtube meliputi antara
lain:
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a. Pedoman komunitas. Platform Youtube merancang pedoman komunitas untuk
memastikan setiap komunitas merasa dilindungi haknya dengan keberadaan
platform Youtube sebagai media sosial penyedia video terbesar di dunia. Aturan
mengenai pedoman komunitas berisi (1) interaksi palsu; (2) peniruan identitas; (3)
link dalam konten, (4) spam, praktik penipuan, dan scam; (5) konten keselamatan
anak, (6) thumbnail custom, (7) konten ketelanjangan dan seksual, (8) bunuh diri
dan menyakiti diri sendiri, (9) konten kekerasan berupa pelecehan dan
cyberbullying, (10) konten berisiko dan berbahaya, (11) ujaran kebencian, (12)
organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, (13) konten kekerasan dan vulgar,
(14) kebijakan misinformasi tentang COVID-19, (15) konten yang menampilkan
senjata api, dan (16) penjualan barang illegal atau yang diatur peredarannya.

b. Persyaratan layanan. Bagian ini menjelaskan bagaimana hubungan platform
Youtube selaku penyedia wadah media sosial dengan pembuat konten selaku partner
penyedia video. Penyedia layanan dibawah koordinasi Google dengan berafiliasi
dengan perusahaan anak perusahaan Alphabet, platform Youtube pun selalu
memastikan bagi calon pembuat konten untuk sadar akan setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh Youtube mengenai kebijakan hak cipta, kebijakan periklanan, dan
pedoman komunitas yang ketiga selalu ditampilkan di muka perjanjian antara pihak
Youtube dan pihak pembuat konten. Tidak hanya itu, platform Youtube pun
mengatur mengenai persyaratan usia spesifik yang berbeda bagi tiap-tiap negara
yang ditujukan bagi pembuat dan/atau calon pembuat konten, apabila anak di bawah
umur hendak berpartisipasi, maka diharuskan untuk mendapatkan izin dari orang tua
atau wali terlebih dahulu. Pembuat konten juga dapat mendaftarkan akun Youtube
atas nama organisasi atau perusahaan kepada pihak Youtube yang nantinya akan
diberikan akun berbasis bisnis.

c. Persyaratan Hak cipta. Dalam merumuskan persyaratan terkait hak cipta, platform
Youtube melarang segala bentuk penggunaan dan/atau penguggahan video yang
bukan milik sendiri dan/atau video yang didapatkan dari orang lain namun tidak
dengan seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait yang dimaksud. Video di sini
diartikan sebagai karya musik dengan atau tanpa lirik, program tertentu yang berhak
akan hak cipta, atau video yang dibuat dan/atau dimiliki oleh orang lain yang
digunakan dan/atau diunggah tanpa seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait.
Platform Youtube pun memblehkan penggunaan suatu video yang dilindungi oleh
hak cipta dengan tanpa seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait dengan catatan
digukana dengan metode penggunaan secara wajar. Pengaturan mengenai
penggunaan wajar ini diserahkan kepada berbagai tentang batasan-batasan sampai
mana suatu ciptaan dapat dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pencipta
dan/atau pemilik hak terkait. Selain itu, Youtube juga menyediakan Alat
Pengelolaan Hak Cipta Youtube yang berfungsi sebagai media pengajuan klaim atas
hak cipta dari suatu karya yang telah dibuat oleh seseorang. Dalam praktiknya,
apabila ditemukan pencipta dan/atau pemilik hak terkait yang mengajukan keluhan
terkait hak cipta dan keluhan tersebut terbukti valid oleh pihak Youtube, maka
Youtube akan mengeluarkan teguran hak cipta sebanyak tiga kali dalam rangka
waktu sembilan puluh hari untuk menindak laporan akan plagiarisme tersebut. Jika
sudah lebih dari tenggat waktu yang diberikan namun tidak ada iktikad baik dari
termohon, dalam hal ini yang diduga dalam melaksanakan pelanggaran hak cipta,
maka akun beserta semua channel miliknya akan dihapus secara otomatis oleh
mesin Youtube.

d. Kebijakan program Google Adsense. Program Google Adsense adalah program
yang turut membantu pembuat konten dalam mengiklankan konten yang mereka
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buat pada laman pencarian Google dengan kata kunci tertentu yang disepakati
bersama antara pembuat konten dengan pihak Youtube. Kebijakan dalam program
Google Adsense antara lain: (1) pembuat konten dilarang melakukan klik sendiri
terhadap konten yang ia buat, (2) mendorong khalayak umum untuk melakukan klik
atas iklan yang disediakan oleh Google Adsense namun dengan penawaran
kompensasi tertentu, (3) Youtube melarang setiap pembuat konten untuk meletakan
kode Google Adsense pada halaman yang dikategorikan berseberangan dengan
Kebijakan Penayangan Google, (4) pembuat konten dilarang untuk menempatkan
iklan tautan videonya pada situs yang menyesatkan, (5) pembuat konten yang
menggunakan format ads.txt pada laman domainnya, maka perlu untuk memastikan
apakah mereka benar adalah pemilik yang berhak atas inventaris tersebut, (6)
penempatan iklan Google Adsense dengan terlebih dahulu memperhatikan apakah
laman pencarian tersebut patuh akan Pedoman Kualitas Halaman Landing Google,
(7) pemasangan dan/atau modifikasi atas pemasangan iklan tidak menimbulkan
kerugian, (8) penempatan iklan sesuai dengan Kebijakan Penempatan Iklan, (9) bagi
situs laman pencarian yang dijadikan tempat periklanan bagi Google Adsense, tidak
boleh melakukan modifkasi dan/atau mengalihkan klik pada situs lain dan/atau
tindakan lain yang dapat menngganggu navigasi situs, dan (10) dilarang
menciptakan navigasi situs yang menipu.

5. Pembuat konten memiliki akun Google Adsense dan bersedia menautkan akun Youtube
dirinya dengan akun Google Adsense yang ia miliki. Program afiliasi platform dengan
akun Google Adsense merupakan bentuk periklanan yang dilakukan oleh Google
dengan bekerja sama dengan pembuat konten untuk selanjutnya iklan video si pembuat
konten akan ditampilkan pada laman pencarian Google pada kata kunci tertentu. Cara
kerja Google Adsense memiliki banyak metode, tergantung pada kesepakatan antara
pihak Google Adsense dan pembuat konten untuk menggunakan metode yang menurut
mereka paling efektif. Berikut merupakan metode-metode yang disediakan oleh Google
Adsense sebagai media periklanan website dan/atau akun Youtube:

a.

Metode Pay Per Click (PPC), yaitu si pembuat video akan mendapatkan keuntungan
ekonomis pada setiap klik yang mereka hasilkan dari iklan yang telah dipasang oleh
Google.

Metode Pay Per Views (PPV), yaitu keuntungan ekonomis yang didapatkan setiap
terakumulasi terdapat penambahan jumlah penonton pada konten yang dibuat.7
Metode Adsense for Content, vyaitu metode periklanan yang paling
direkomendasikan. Program ini berjalan dengan cara memberikan iklan yang sesuai
dan cocok pada setiap konten yang dicari oleh pihak lain pada laman pencarian
Google.

Metode Adsense for Search, yaitu pemasangan situs pencarian Google pada laman
website mereka, pada setiap pencarian yang dilakukan pada kotak pencarian Google
yang ada di website mereka pada akan mendapatkan keuntungan ekonomis. Metode
ini tidak diarahkan untuk para pembuat konten Youtube, namun untuk para pembuat
konten website yang hendak memonetisasi website mereka.

Metode Adsense for Referral, yaitu program yang disediakan oleh Google Adsense
dengan cara si pembuat konten atau pemilik website akan mendapatkan pemasukan
pada setiap klik dan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pengunjung
laman iklan. Metode ini mengharuskan penyelesaian pekerjaan bagi tiap pengunjung
laman ilan untuk tidak hanya menekan tombol klik pada iklan yang disediakan,
namun juga perlu penyelesaian tindakan tertentu yang diarahkan oleh laman iklan
tersebut.

Metode Adsense for Feeds, yaitu metode periklanan dengan mencantumkan iklan
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pada konten feed blog atau feed website. Metode ini ditujukan untuk para pembuat
konten untuk blog atau website dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran feed
dengan akun Google.

g. Metode Adsense for Mobile, yaitu metode periklanan yang hanya dapat digunakan
bagi pembuat konten pada blog atau website yang hanya dapat diakses melalui wap
atau dengan telepon genggam.

h. Metode Adsense for Videos, yaitu metode periklanan dengan mencantumkan konten
video Youtube pada situs atau laman pencarian tertentu. Pemasukan dana akan
didapatkan pada setiap penonton ilan video tersebut sampai selesai.

i. Metode Adsense for Domains, yaitu metode periklanan yang disediakan oleh
Google Adsense dengan cara menempatkan domain situs website yang dimiliki pada
laman pencarian Google. Metode adsense ini ditujukan untk para pembuat konten
pada website dan blog.8

Pada syarat-syarat di atas, Penulis menemukan bahwa perhatian platform Youtube atas
perlindungan hak cipta dinilai cukup ketat. Youtube mewajibkan setiap konten video yang
hendak digunakan kembali oleh pihak lain untuk mendapat perizinan dari pihak pencipta
dan/atau pemilik hak terkait yang berhak atas konten video tersebut. Youtube bahkan
menyediakan alat pendeteksi plagiarisme bagi video yang akan diunggah untuk melihat
apakah ada kesesuaian atau kemiripan dengan video yang sudah ada di Youtube.

Teori penggunaan sewajarnya atau fair use doctrine menurut Prof. Eddy Damian
merupakan kebolehan dalam pengaturan hukum hak cipta bagi pihak ketiga atau pengguna
ciptaan untuk melakukan eksploitasi atau menggunakan ciptaan dengan tanpa memerlukan
izin dari pencipta dan/atau pemilik hak terkait, selama digunakan dalam batas-batas yang
diperkenankan.9 Teori penggunaan sewajarnya digunakan sebagai pemberian kebebasan
pada pihak pengguna hak cipta, tanpa meminta izin dari pencipta atau pemilik hak terkait
namun digunakan dengan bertanggung jawab dan terbatas penggunaannya hanya dalam
bidang pendidikan dan penelitian serta digunakan tidak untuk mendapatkan keuntungan
komersial. Definisi ini Penulis artikan secara bebas dari teks pengaturan atas penggunaan
sewajarnya ditemukan pertama kali pada Article 9 Berne Convention yang berbunyi: “It
shall be a matter for legislation in the countries of union to permit the reproduction does not
conflict with a normal expolitation of the work and does not unreasonably prejudice the
legitimate interest of the author.”

Peneliti pun turut menggunakan aturan Copyright Act 1976 Amerika Serikat sebagai
bentuk perbandingan bahwa definisi atas pengggunaan yang sewajarnya pada tiap negara
berbeda-beda. Amerika Serikat melalui Pasal 107 Copyright Act 1976 mengatur bahwa
terdapat empat faktor yang dijadikan pertimbangan bahwa suatu kegiatan penggandaan
dan/atau pengeksploitasian terhadap ciptaan yang berhak atas perlindungan oleh hak cipta
dikategorikan sebagai kegiatan yang masih pada koridor penggunaan yang sewajarnya,
yaitu, (1) melihat pada tujuan dari kegiatan tersebut, apakah memiliki tujuan profit untuk
mencari keuntungan komersial atau tujuan nonprofit sebagai sarana dan prasarana
pendidikan; (2) melihat daripada karakteristik dari karya cipta yang dilindungi; (3) melihat
pada bagian yang dipergunakan pada tindakan penggandaan dan/atau pengeksploitasian
tersebut, apakah menggunakan bagian-bagian yang substansional ataukah tidak; dan (4)
melihat pada dampak dari tindakan penggandaan dan/atau pengeksploitasian tersebut pada
khalayak umum dan pendapat mereka mengenai hal tersebut. Platform Youtube memang
memberikan penegasan bahwa dalam memberikan pengertian atas teori penggunaan
sewajarnya dibebaskan tergantung pada kebijakan masing masing negara, sebab secara
aturan umum, hak cipta atas video dan/atau konten musik yang terdapat pada Youtube yang
hendak disengketakan maka berlaku hukum di mana video yang disangkakan tersebut
diunggah. Namun, dalam beberapa kasus, menggunakan aturan Amerika Serikat, mengingat
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pula bahwa di dalam Hukum Perdata Internasional terdapat titik pertalian dalam menentukan
hukum mana yang digunakan terkait apabila terdapat sengketa dalam lapangan perdata
internasional. Titik pertalian tersebut diantaranya dengan melihat kewarganegaraan dari
masing-masing subjek yang berperkara, domisili para subjek yang berperkara, tempat
kediaman yang nyata dari para pihak yang berperkara, bendera kapal sebagai identitas
negara asal suatu kapal, tempat kedudukan bagi suatu badan hukum apabila salah satu atau
kedua subjeknya merupakan badan hukum, dan pilihan hukum para pihak yang dibuat pada
saat menyepakati suatu perjanjian antara keduanya.9

Penentuan dalam menentukan apakah penggunaan suatu karya musik dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan profit atau nonprofit adalah dengan melihat apakah karya
yang diklaim sebagai menggunakan konsep penggunaan yang wajar tersebut dapat
menggantikan karya dari sumber rujukan yang asli. Persepsi masyarakat sebagai penilaian
utama dalam hal ini platform Youtube untuk merespons keluasan makna dari penggunaan
sewajarnya pada konten yang diperbaharui. Tak jarang peneliti menemukan video yang
direka ulang dan/atau dimodifikasi ulang demi menghindar dari kebijakan dan alat
pendeteksi konten plagiarisme di Youtube. Dengan begitu, Youtube membuat kebijakan
dalam melihat apakah dalam video yang diunggah terkandung didalamnya: (1) dinilai dan
akan tertera istilah “video thumbnails” pada konten yang dianggap sebagai video, konten
dan/atau karya musik yang merupakan bagian dari video, konten dan/atau karya musik dari
video lain yang telah diunggah, (2) apakah di dalam video tersebut terdapat konten yang
bersifat original atau asli buatan sendiri, dan (3) apakah di dalam konten yang dimaksud
terdapat diskusi atau tanggapan atas video dan/atau karya musik yang disematkan, sehingga
dapat dinilai sebagai salah satu unsur dalam penggunaan sewajarnya. Pada realitanya,
Peneliti menemukan berbagai kasus di mana para pembuat konten atau pengguna hak cipta
yang menggunakan ciptaan, dalam hal ini adalah karya musik, tanpa seizin pencipta dan/atau
pemilik hak terkait. Hal ini berujung pada sengketa dan penyelesaiannya baik dalam forum
penyelesaian sengketa alternatif maupun pengajuan gugatan ke pengadilan. Peneliti melihat
bahwa kebijakan yang dibuat oleh Youtube belum cukup efektif dalam hal perlindungan hak
cipta karya musik. Mengingat hal tersebut dan pentingnya menghargai sebagai bentuk
perlindungan hak eksklusif pencipta, maka, perlu ditanamkan beberapa langkah preventif
maupun represif yang dapat ditegaskan oleh platform Youtube demi kenyamanan publik dan
tentunya dalam rangka mengakomodir hak moral serta hak ekonomi yang merupakan hak
eksklusif dari si pencipta dan/atau pemilik hak terkait.

Pertama, penerapan batasan dalam menyimpan video yang mengandung hak cipta lagu
atau karya musik. Langkah ini mensyaratkan Youtube sebagai media jejaring konten video
dan/atau musik untuk menetapkan program yang dapat membuat segala video dan/atau karya
musik yang terdapat pada platform Youtube tidak dapat diunduh bagi siapapun dan dengan
menggunakan mesin komputer apapun dan/atau media penyimpanan manapun. Kedua, video
dan/atau karya musik masih dapat diunduh namun memiliki tanggal kadaluarsa untuk dapat
mengakses video dan/atau karya musik yang sudah diunduh tersebut. Pembatasan melalui
tanggal kadaluarsa akan berlaku efektif apabila pihak yang hendak mengunduh konten video
dan/atau karya musik tersebut tidak mengetahui perihal tanggal kadaluarsa yang ia miliki
untuk dapat mengakses video dan/atau karya musik tersebut. Ketiga, pihak Youtube
memberikan perlindungan terhadap setiap salinan video dan/atau karya musik yang
diunggah pada platform Youtube, sehingga, diatur pembatasan mengenai jumlah salinan
yang dapat didistribusikan pada khalayak umum. Keempat, pengenaan kata kunci kritografi
pada setiap video dan/atau karya musik yang hendak diunduh. Apabila setiap video dan/atau
karya musik yang beredar pada platform Youtube dilindungi dan membutuhkan kata kunci
untuk dapat mengunduh video dan/atau karya musik yang dimaksud, maka, para pengguna
yang memiliki itikad tidak baik untuk melanggar hak cipta atau mempergunakan kembali
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dengan memodifikasi tanpa seizin penicpta atau bentuk lain yang termasuk pada kriteria
pelanggaran hak cipta, akan mengalami kesulitan dalam hal meretas kata kunci yang
disediakan olehYoutube.

Kelima, Youtube menyediakan perjanjian kerja sama bagi pencipta dengan pengguna,
yang tentunya apabila pihak pencipta bersedia, untuk menciptakan perjanjian kerja sama
antara pencipta dengan pengguna, di mana, inti dari perjanjian ini berisi mengenai
pemberian izin oleh pencipta untuk memberikan akses kepada pengguna agar dapat
menggunakan karya cipta si pencipta sesuai dengan koridor hukum, yakni dengan melalui
perizinan. Namun, hal ini akan memicu problematika yang lebih kompleks apabila
dipertanyakan apakah dengan terjadinya penyediaan perjanjian ini maka Youtube secara
langsung pun turut menjadi Lembaga Kolektif Manajemen yang memiliki tugas sebagai
penghimpun dan penditribusian royalti ataukah tidak. Langkah represif yang dapat
dikenakan bagi pelanggaran pengaturan hak cipta pada platform Youtube adalah dengan
membentuk komunitas atau intelijen yang memiliki tugas mencari serta mengindentifikasi
setiap video dan/atau karya musik yang diunggah tanpa dengan seizin pencipta dan/atau
pemilik hak terkait. Hal ini memang akan memakan waktu lama, mengingat pula banyaknya
konten yang diunggah pada Youtube maka Peneliti menyarankan untuk membuat program
komputer dalam menjalankan tugas ini. Kedua, setiap video dan/atau karya musik yang
hendak diunggah pada platform Youtube dikenakan tanda nama sebagi identifikasi siapa
pencipta dari konten tersebut, semisal, dengan mencantumkan watermark atau tanda air.
Metode ini pun akan memudahkan kinerja komunitas intelijen atau program komputer di
atas dalam menjalankan tugas mereka untuk mengidentifikasi setiap video dan/atau karya
musik yang ada pada platform Youtube. Langkah selanjutnya, setelah dapat mengidentifikasi
video mana yang mengandung pelanggaran hak cipta di dalamnya, maka diberi cap sebagai
tanda tersendiri untuk memudahkan mencari si pengguna yang telah melanggar perlindungan
terkait hak cipta dan menjatuhkan sanksi pidana.

Kajian Hukum Mengenai Perlindungan Terhadap Suatu Karya Bagi Pemegang Hak
Cipta Atas Kegiatan Monetisasi Pada Youtube Ditinjau Dari Hukum Bisnis

Perlindungan hukum adalah upaya yang disediakan oleh peraturan perundang-
undangan guna memberikan perlindungan terhadap hak seseorang dan/atau badan hukum
sebagai subjek hukum, dengan cara memberikan kuasa terhadap perlindungan hak yang
dimaksud kepada pihak lain dengan maksud memberikan perlindungan terhadap hak
tersebut. Dalam hal perlindungan hukum atas hak cipta, objek dalam perlindungan adalah
ciptaan atau hasil karya dari pencipta, yang berupa karya cipta dalam bidang seni, sastra, dan
ilmu pengetahuan.10

Adapun ciptaan yang memperoleh hak cipta tidak berhenti pada klasifikasi yang
diterangkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja,
melainkan, terdapat kriteria lebih lanjut mengenai ciptaan atau karya cipta yang sudah
diklasifikasikan di atas agar mendapatkan hak cipta selayaknya diatur oleh peraturan
perundang-undangan di Indonesia dengan memenuhi standarisasi sebagai berikut, (1)
memiliki perwujudan yang nyata, yakni, ciptaan yang diberikan perlindungan hak cipta
adalah ciptaan yang sudah berwujud dan bukan berbentuk ide ataupun konsep abstrak; (2)
mengandung unsur keaslian, yakni, karya cipta yang memperoleh perlidungan merupakan
karya cipta yang asli dan memiliki nilai keunikan dan kekhasan tersendiri; dan (3)
didalamnya terdapat kandungan kreatifitas sebagai prakarsa si pencipta yang membuat
ciptaan tersebut memiliki penilaian kreatif dan dapat dinilai bahwa ciptaan yang dimaksud
adalah karya asli.11

Terdapat definisi pada tiap pihak yang bersangkutan dalam perolehan hak cipta lagu
atau karya musik, yaitu:

1. Pemilik hak cipta atau pencipta, merupakan seorang pencipta dari lagu atau karya musik
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yang ia ciptakan dan memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksploitasi atau bentuk
penggandaan atau karya ciptanya.13 Bagi pihak-pihak yang hendak menggunakan karya
ciptanya baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pemanfaatan secara komersial, maka
diwajibkan untuk meminta izin dan memperoleh persetujuan dari pencipta;

2. Pemegang hak cipta atau publisher, merupakan pihak baik orang maupun Lembaga
instansi yang memiliki hak untuk menerbitkan karya music dari si pencipta, hak ini
melekat pada pencipta dan/atau dialihkan kepada penerbit musik supaya dapat
memaksimalkan penerbitan dan pemasaran bagi karya musik tersebut;12

3. Pengguna hak cipta atau user, merupakan pihak yang menggunakan ciptaan guna
melakukan tindakan memperbanyak, mengumumkan, dan/atau menerbitkan karya
musik baik dilakukan dengan maksud kepentingan pribadi dan/atau untuk keperluan
komersial.13
Karya musik diakui perlidungan hukum hak ciptanya pertama kali pada Paris

Convention, yang mana juga merupakan pengaturan pertama mengenai perlindungan atas

karya seorang pencipta yang diakomodir oleh konvensi internasional. 14156 Negara anggota

dari konvensi ini sebagai konsekuensi mereka atas label nama ‘anggota’ yang melekat
daripada konvensi tersebut, maka diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap Paris

Convention serta memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aturan nasional negara mereka

dengan isi dari konvensi tersebut.

Pengaturan mengenai pemberian larangan atas perbuatan komersialisasi terhadap suatu
ciptaan seorang pencipta dapat ditemukan pada Berne Convention. Berne Convention pada
hakikatnya memberi penegasan bahwa setiap kegiatan penerjemahan, segala jenis adaptasi,
ataupum Tindakan aransemen pada karya musik juga dibawah lingkup perlindungan hak
cipta sebagaimana diberikan pada karya seni dan karya literatur. Pun terdapat pasal yang
mengatur bahwa setiap karya seorang pencipta yang digunakan dengan maksud untuk
memperoleh keuntungan komersial oleh pihak lain, maka pencipta berhak atas kompensasi
yang bernilai ekonomis.

Kesadaran Indonesia akan perlindungan hukum terkait hak cipta semakin terlihat pada
pasca Indonesia sepakat untuk ikut turut serta tunduk pada wadah organisasi World Trade
Organization (WTO). Di dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) terdapat
pengaturan kebijakan mengenai hak cipta yang juga merupakan single undertaking dari
GATT, yakni Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
Agreement).16 Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Establishing of the World Trad Organization (WTO) maka sejak itu pula Indonesia memiliki
kewajiban untuk tunduk pada setiap pengaturan yang ada di dalam WTO, termasuk salah
satunya TRIPS Agreement.

Pasca persetujuan TRIPS Agreement, Indonesia menyesuaikan aturan nasionalnya
mengenai hak cipta dengan mengadaman amandemen terhadap undang-undang hak cipta
yang pada saat itu berlaku menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta. Dalam menunaikan aksi monetisasi, yakni, komersialisasi pada suatu karya yang
diunggah di media internet baik menggunakan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membolehkan kegiatan tersebut
dengan persyaratan tertentu. Persyaratan ini diantaranya dengan tetap mencantumkan nama
si pencipta asli, yang merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai hak
moral terhadap pencipta karya tersebut.

Royalti merupakan kompensasi yang diberikan oleh pihak yang hendak melakukan
kegiatan komersiaslisasi terhadap karya cipta pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk
dapat memanfaatkan secara ekonomis ataupun sekadar menggunakan karya cipta tersebut.
17 Singkatnya, royalti adalah kompensasi atas pemanfaatan suatu hak cipta dan/atau hak
terkait yang mendatangkan manfaat ekonomis serta wajib diberikan kepada pencipta

104



Windiarti & Paramita. Kajian Hukum Terhadap Kegiatan Monetisasi llegal Reupload Konten Pada Youtube Untuk Keuntungan Pribadi
Ditinjau Dari Hukum Bisnis.

dan/atau pemegang hak terkait. Besaran royalti disesuaikan dengan kesepakatan bersama
antara pihak yang hendak melakukan komersialisasi atau pengguna hak cipta dengan
pencipta denga mempertimbangkan standarisasi tertentu dan diperjanjikan hitam di atas
putih18, baik dalam bentuk akta otentik ataupun perjanjian di bawah tangan.

Di dalam suatu ciptaan, terdapat hak eksklusif yang nilainya tidak akan luput sampai
kurun waktu 70 tahun seusai sang pencipta menutup usia. Hak ekslusif lahir dengan
sendirinya secara otomatis pada saat yang bersamaan dengan ciptaan tersebut berwujud yang
riil berdasarkan prinsip deklaratif. Hak moral dan hak ekonomi sebagai hak-hak yang
terkandung pada hak eksklusif suatu ciptaan berhak dikuasai oleh pencipta dan/atau
pemegang hak cipta. Hak moral adalah hak untuk tetap menaruh atau tidak menaruh nama
pencipta pada tiap salinan ciptaan yang disebarluaskan secara meluas di masyarakat;
memilih untuk memakai nama alias atau nama samaran sebagai identitas pencipta yang
dibubuhi pada ciptaan; melakukan perubahan atas ciptaannya sesuai dengan standar
kepatutan; mengadakan perubahan pada tajuk dan anak tajuk ciptaan; dan mempertahankan
haknya dalam hal terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerusakan pada ciptaan, serta hal-hal
yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari si pencipta.19

Adapun ruang lingkup bagi hak ekonomi bagi pencipta dan/atau pemegang hak terkait
adalah dengan menerbitkan ciptaan; menggandakan ciptaan; menerjemahkan ciptaan;
mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaan; mendistribusi ciptaan atau
salinannya; mempertunjukan ciptaan; mengumumkan ciptaan; mengkomunikasikan ciptaan;
dan menyewakan ciptaan kepada pihak lain.20

Mekanisme untuk mendapatkan perizinan, pemerolehan lisensi dan pemberian royalti
terhadap pencipta dan/atau pemegang hak terkait oleh pengguna hak cipta merupakan
metode pemenuhan hak ekonomi pencipta. Dengan tak luput juga untuk tak menghapuskan
hak moral di dalamnya, yakni dengan selalu menyertakan nama pencipta, tidak mengubah
dan melakukan modifikasi tanpa seizin pencipta. Perolehan izin ialah bentuk pemenuhan hak
moral bagi pencipta dan/atau pemilik hak terkait, adapun kewajiban untuk membayar
kompensasi terhadap ciptaan yang digunakan dan/atau dikomersialisasikan merupakan
bentuk pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta dan/atau pemegang hak terkait.

Apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perubahan
yang berdampak pada perlindungan hak cipta terhadap pencipta dan/atau pemegang hak
terkait. Pertama, UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur
mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, suatu lembaga yang bertugas dalam hal
menghimpun dan mendistribusikan royalti serta memiliki wewenang untuk memberikan atau
tidak memberikan izin lisensi, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta baru ditemukan istilah Lembaga Manajemen Kolektif yang diartikan pada Pasal 1
Angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:
“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang
diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna
mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan 1zin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen
Kolektif mengatur bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan
lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan atas dasar tersebut maka memiliki
wewenang untuk dapat melakukan kegiatan dalam hal menghimpun, menarik serta
mendistribusikan royalti dan juga melakukan pengelolaan atas kepentingan hak ekonomi
dari pencipta dan/atau pemegang hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.21 Dengan
begitu, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenagan dalam hal penarikan hak
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ekonomi dari pihak atau pengguna yang melakukan kegiatan komersialisasi suatu karya lagu
dan/atau musik. Adanya Peraturan Menteri ini menyelaraskan berbagai Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia, untuk dapat menyetujui pengesahan satu
Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Indonesia demi menghilangkan keambiguitas dan
tercapainya kepastian hukum mengenai wadah penghimpunan dan pendistribusian royalti
karya cipta di Indonesia.

Sebelum adanya Peraturan Menteri ini, terdapat delapan Lembaga Manajemen Kolektif
yang beroperasi dan aktif di Indonesia, mereka antara lain adalah Karya Cipta Indonesia
(KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Sentra
Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman
Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti
Musik Indonesia (ARMINDO), dan Star Music Indonesia (SMI). Persetujuan atas
kesepakatan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasinal menjadi jalur satu pintu
diadakan pada Deklarasi Bali guna perwujudan pengelolaan, penghimpunan serta
pendistribusian royalti musik yang lebih terarah, terstruktur, transparan, adil dan efisien.22

Tidak hanya diatur dalam aturan nasional, namun dalam pengaturan Internasional pun
ditemukan bahwa memang terdapat kewajiban yang harus dilakukan apabila hendak
melakukan kegiatan komersialisasi terhadap suatu karya hak cipta, yaitu dengan mendapat
izin serta pencipta memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi berupa pemrolehan royalti
atas karyanya yang dikomersialisasikan tersebut. Hak ini dapat dilihat pada Berne
Convention dan TRIPS Agreement.

Sejatinya, tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif dapat dinilai mendatangkan
kemaslahatan bagi masyarakat, terutama kepada para pencipta dan/atau pemilik hak terkait
dalam bidang karya musik, adanya Lembaga Manajemen Kolektif sebelum adanya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta cukup bervariasi dan mendatangkan
pertanyaan polemik di tengah-tengah masyarakat mengenai lembaga yang sesungguhnya
memiliki wewenang sebagai penghimpun, penyalur dan pendistribusian royalti. Penulis
melihat, dengan segala kemaslahan yang didatangkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif,
maka fungsi hukum tercapai dengan menciptakan keadilan bagi pencipta dan/atau pemilik
hak terkait, menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan Lembaga Manajemen
Kolektif, serta kemanfaat hukum, sebagaimana diutarakan oleh Jeremy Bentham bahwa
hukum harus dapat membawa kemanfaatan dan/atau kemaslahatan kepada sebanyak
banyaknya orang (the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest
number).24

Kekosongan hukum lainnya yang ditemukan pada peraturan perundang-undangan
mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia ialah pada Peraturan Bersama Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan
Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak
Terkait Dalam Sistem Elektronik mengakomodir segala laporan yang diterima mengenai
pelanggaran terhadap hak cipta yang ditemukan pada platform digital dengan hasil akhir
berupa penutupan hak konten dan/atau hak akses terhadap yang bersangkutan dengan
terlebih dahulu melakukan verifikasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
berkoordinasi dengan tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi. Namun, aturan ini masih
menyandarkan pada laporan delik aduan secara manual dari orang-perorangan yang dinilai
tidak efektif dan tidak ada kerja sama dengan pihak platform Youtube. Penulis melihat
bahwa perlu adanya koordinasi antar lembaga negara dengan platform Youtube selaku media
jejaring yang menyebarluaskan konten video dengan cepat.

Menengok pengaplikasian perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penulis mendapati beberapa teori yang
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terkandung di dalam kebijakan tersebut. Pertama, reward theory, yang memiliki arti bahwa
setiap ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta perlu diberikan apresiasi sebagai bentuk
penghargaan karena sudah melakukan segala upaya dalam menciptakan suatu karya cipta.
Kedua, recovery theory di mana, dalam menciptakan suatu ciptaan, si pencipta telah
mengeluarkan banyak waktu, energi, pikiran, bahkan uang, maka, perlindungan dan imbalan
yang setimpal perlu diberikan kepada si pencipta. Ketiga, incentive theory, teori ini
mengandung arti bahwa setiap upaya kreativitas yang sudah dicurahkan oleh pencipta perlu
untuk diberikan insentif kepada si pencipta tersebut, insentif ini diberikan agar pencipta
merasa dihargai atas pencapaiannya dan mendorong diri pencipta untuk menciptakan karya-
karya yang lain. Keempat, risk theory, Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menaruh cukup perhatian pada teori resiko ini, maka dari itu, diberikan perlindungan
yang maksimal oleh undang-undang ini. Dan kelima, the stimulus of the economic growth
theory, yang bermakna bahwa keberadaan perlindungan hukum yang diberikan kepada hak
kekayaan intelektual, dalam hal ini ialah hak cipta dapat menunjang pembangunan ekonomi
negara.23

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembuktian hipotesis yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam melakukan kegiatan monetisasi pada platform Youtube adalah
dengan (1) memastikan konten yang diunggah telah sesuai dengan Copyright Matching
Tool yang disediakan oleh Youtube, (2) memiliki konten yang telah ditonton selama
4000 jam dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, (3) memastikan negara pemohon
terdaftar sebagai negara yang dapat melakukan program monetisasi Youtube, (4) patuh
pada setiap kebijakan monetisasi yang diatur oleh Youtube, dan (5) pemohon bersedia
untuk menautkan akun Youtubenya pada akun Google Adsense yang ia miliki. Menilik
pada kebijakan Copyright Matching Tool maupun kebijakan monetisasi yang diatur oleh
Youtube, dinilai sesuai denga napa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, hanya pada penerjemahan pengaturan penggunaan yang
sewajarnya Youtube tidak menyerahkan perumusan mengenai hal tersebut kepada
negara- negara pengguna, hal ini pula yang digarisbawahi oleh Penulis yang akan
memicu keambiguitas sebab masing-masing negara memiliki artian kebijakan
penggunaan yang sewajarnya yang berbeda-beda.

2. Kegiatan monetisasi atau mengkomersialisasikan suatu ciptaan, terkhusus pada karya
musik atau lagu di platform Youtube pada hakikatnya memiliki dasar hukum yang sama
dengan melakukan komersialisasi ciptaan pada platform manapun, yakni harus dengan
mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kini, dalam melakukan
permohonan pengajuan atas perizinan menggunakan ciptaan dengan itikad memperoleh
keuntungan komersial tidak perlu untuk menemui pencipta atau pemegang hak cipta
secara pribadi sebab telah diatur Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi sebagai
penghimpun serta pendistribusian royalti dan izin di antara pencipta, pemegang hak
cipta dengan pengguna hak cipta.
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